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ABSTRAK

Lulu Qurrata A’yun, Nuryanti Mustari dan Ahmad Harakan. Transparansi
Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu dalam Persidangan Pelanggaran
Kode Etik Penyelenggara Pemilu di Indg

Semangat Dewan Kchormat clenggara Pemilu dalam mendukung
keterbukaan informasi publik dal: langanar pelanggamn kode etik
penyelenggara pemilu telah te '~.\ Penelitian ini bertujuan
untuk mengetahui  transg i Dewan Kahnnnatan
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BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keterbukaan infory

,./,\

masing-masing lembaga negara.

Pemerintahan yang terbuka (open government) merupakan salah satu dasar
akuntabilitas demokratis. Keterbukaan informasi publik dalam pemerintahan yang
terbuka diperlukan karena dengan keterbukaan informasi publik, pemerintahan
dapat berlangsung secara transparan dan partisipasi publik terjadi secara optimal
dalam seluruh proses pengelolaan  pemerintahan (lsaura, 2020). Proses

pengelolaan mencakup seluruh proses sumber daya, yang dimulai dari proses
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pengambilan keputusan, implementasi, dan evaluasi, sehingga untuk mendukung

hal tersebut harus dibangun deklarasi untuk berpartisipasi dalam kehidupan
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internal dan Kinerja organisasi publik/pemerintah (Dewi, 2018). Dengan
demikian, wacana transparansi atau keterbukaan dalam proses penyelenggaraan
negara tidak lagi hanya pada tingkat konsep dalam upaya mengembangkan good
governance, tetapi telah menjadi praktik yang telah memiliki kekuatan hukum
bahwa pemerintah wajib membuka informasi penyelenggaraan negara seluas-
luasnya kepada publik dan masyarakat berhak memperoleh informasi publik

(Retnowati, 2012),




Rendahnya integritas Pemilu menjadi masalah besar saat ini di Indonesia, hal
tersebut disebabkan oleh dua hal yaitu integritas peserta (kontestan) Pemilu dan

integritas penyelenggara Pemilu. Dua hal tersebut turut andil menurunkan derajat

integritas Pemilu. Hal ini te

pemilu yang terbuka/transparan dalam menegakkan kredibiltas penyelenggara

Pemilu.

Dalam penelitian ini, peneliti tertarik untuk melihat keterbukaan informasi
publik di Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu sesuai dengan Peraturan
Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia No. 2 Tahun 2017
tentang Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu di lingkungan

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Keterbukaan informasi adalah

3




keadaan yang memungkinkan ketersediaan informasi yang dapat diberikan dan di

akses oleh masyarakat luas (Kapahang et al., 2020).

keterbukaan informasi publik dalam hal penanganan pelanggaran kode etik
penyelenggara pemilu telah terlihat sejak tahun 2017, dimana Dewan Kehormatan
Penyelenggara Pemilu mulai gencar membuka penerimaan pengaduan dan/atau
laporan dugaan pelanggaran kode etik. Demikian halnya dalam pelaksanaan
sidang pemeriksaan yang dilakukan sesuai dengan standar pelayanan publik.
Pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang Dewan Kehormatan Penyelenggara

Pemilu khususnya pemeriksaan kode etik penyelenggara pemilu, menganut sistem
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keterbukaan., Semua sidang pemeriksaan disiarkan langsung oleh Dewan
Kehormatan Penyelenggara Pemilu, seperti di tahun 2019 terdapat 199 kali
persidangan secara live sireaming dan tahun 2020 sebanyak 165 kali. Hal tersebut
membuat masyarakat di mana /\ meyaksikan proses sidang
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badan publik memiliki ruang yang lebih luas dalam pengelolaan dan distribusi
informasi kepada masyarakat, sedangkan masyarakat hanya scbagai publik yang
berupaya mengembangkan informasi untuk kepentingan diri sendin dan orang
lain. Informasi yang disampaikan oleh sebuah badan publik tentu memiliki tingkat
relevansi yang tinggi schingga informasi terscbut dapat lebih berpengaruh
terhadap masyarakat, serta masyarakat wajib mengelola informasi untuk lebih




dapat mengembangkan kepribadiannya dalam kehidupan sosial (Rahmadana et al..
2020).
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masyarakat, menunjukkan bahwa UU No. 14 Tahun 2008 yang mengatur
keterbukaan informasi publik telah memenuhi salah satu hak asasi manusia dan
memberikan harapan baru kepada setiap warga negara Indonesia dalam hal
mendapatkan informasi, UU terscbut menjamin hak bagi setiap warga negara
untuk memperoleh informasi. Melalui keterbukaan informasi akan terwujud
transparansi kepada masyarakat, sehingga hubungan yang harmonis antara

pemerintah dan warga negara dalam upaya menjalankan pemerintahan dapat
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terjalin. Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh [hwan dan Nugraheni (2021)

terkait urgensi sistem pengawasan dalam pelaksanaan persidangan secara online,
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Keterbukaan Informasi di Pengadilan dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung

Nomor: 1-144/KMA/SK/T/2011.

Dari beberapa penelitian terdahulu diatas membahas tentang keterbukaan atau
transparasi informasi publik yang kini menjadi kewajiban bagi penyelenggara
pemerintah, namun belum ada penelitian yang membahas tentang transparansi
Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu yang notabane mempunyai peranan

besar dalam menjaga marwah penyelenggara pemilu di Indonesia. Sehingga




dalam penelitian ini, peneliti memilih Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu

sebagai objek penelitian, karena Dewan Kechormatan Penyelenggara Pemilu

|. Bagaimana [Informativeness pada Transparansi Dewan Kehormatan
Penyelenggara Pemilu dalam Persidangan Pelanggaran Kode Etik
Penyelenggara Pemilu di Indonesia?.

2. Bagaimana Openness pada Transparansi Dewan Kehormatan Penyelenggara
Pemilu dalam Persidangan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu di
Indonesia?.




. Bagaimana Disclosure pada Transparansi Dewan Kehormatan Penyelenggara
Pemilu dalam Persidangan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu di
Indonesia?.

. Tujuan Penelitian
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Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis
Kajian ini dimaksudkan untuk meninjau transparansi Dewan Kehormatan
Penyelenggara Pemilu  dalam  persidangan pelanggaran kode etik
penyelenggara pemilihan umum di Indonesia dan untuk menambah
pengetahuan dalam pengembangan ilmu sosial dan politik, khususnya
menyangkut transparansi pemerintah,




2. Manfaat Praktis
Secara umum hasil kajian ini dapat memberi kontribusi pemikiran dan
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A,

BABII

TINJAUAN PUSTAKA

Penelitian Tarilh
N

The Persistence Of

Election Fraud

menggunakan tekhnologi  untuk
meminimalisir kecurangan dalam
pemilu,  perlu  menerapkan
penggunaan  tekhnologi  dalam
proses pemilihan umum schingga
hasil dari  kontestasi  pemilu
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pmelitim menujukkan bahwa

transparan dan sangat berguna
untuk mengurangi penipuan dalam

pemilu.

vara pemilihan umum di

eNAr

dalam penyebaran informasi terkait

dengan pemilihan umum.
Nurdiansyah, Keterbukaan Hasil penelitian menujukkan bahwa
2016 Informasi Publik | melalui keterbukaan informasi akan
Sebagai Upaya | tercipta peran aktif masyarakat baik
Mewujudkan dalam aspek pengawasan, aspek
Transparansi Bagi | pelaksanaan serta aspek keterlibatan
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Masyarakat dalam proses  pengambilan |
keputusan. Melalui  keterbukaan

AKASS,

stabilnya jejaring internet video
teleconference, kurang
maksimalnya pembuktian, potensi
peretasan terhadap  oknum  yang
tidak bertanggung jawab, dan
rawan terjadinya pelanggaran kode
etik oleh hakim. Pelaksanaan secara
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daring menjadi tantangan tersendini
bagi penegak hukum atau institusi

5. |Ishviati Joenaini Tl b | Hasil penelitian menujukkan bahwa

Koenti, 2018

Dari beberapa hasil penelitian diatas ditemukan persamaan dan perbedaan
dengan penelitian penulis yaitu sebagai berikut:

Persamaan penelitian Sjoberg (2014) dengan penelitian ini 1alah memiliki
kesamaan obyek, sehingga hasil dari penelitian diatas setidaknmya mampu

cmberikan sumbangsib ide bagi pencliti dalam menggali data terhad
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informan, Perbedaannya dengan penelitian ini terletak pada fokus yang akan
diteliti yakni, pelaksanaan transparansi penyelenggara pemilu yang lebih spesifik

pada transparansi Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu dalam persidangan
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penelitian ini, akan membahas tentang transparansi Dewan Kehormatan
Penyelenggara Pemilu dalam persidangan pelanggaran kode etik peyelenggara
pemilu.

Persamaan penelitian Thwan & Nugraheni (2021) adalah sama-sama
berusaha menjelaskan terkait Pelaksanaan Persidangan Secara Online. Namun

yang membedakan dengan penelitian ini adalah terkait pelaksanaan persidangan

15




secara online yang menjadi sebuah terobosan positif sebagai solusi di tengah
perkembangan teknologi informasi dan di masa pandemic, sedangkan penelitian

ini meneliti pelaksanaan persidangan segéra online yang menjadi kewajiban bagi
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akses terhadap layanan dan informasi pemerintah, serta respons pemerintah
terhadap ide, tututan, dan kebutuhan baru. Kebijakan Open Government adalah
alat untuk mencapai kualitas demokrasi di sebuah negara untuk meningkatkan
pemenuhan kebutuhan masyarakat melalui tata kelola kebijakan yang terbuka.
Kebijakan ini menghasilkan berbagai manfaat bagi dunia usaha dan warga negara,

termasuk bagi pemerintahan yang menerapkan kebijakan tersebut.
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Konsep keterbukaan pemerintah menurut OECD tidak hanya transparan,
tetapi juga mencakup aspek aksesibilitas dan responsivitas dalam hubungan antara

pemerintah dan warga vang dilayaninya, Transparansi adalah setiap tindakan

pemerintah yang dapat diamati

i

ses dalam arti bahwa setiap
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Akuntabilitas T
pemerintah atas kinerja kebijakan dan layanannya. Ketiga clemen tersebut
menjelaskan bahwa inisiatif, program, dan intervensi pemerintahan terbuka sering
disebut sebagai “Open Government”. Hal yang paling penting di sini, adalah
bahwa tidak ada inisiatif atau intervensi dari pemerintahan terbuka yang dapat
berdiri sendiri. Jika dikombinasikan satu sama lain, maka akan benar-benar

terlihat potensi open governmeni dalam bentuknya yang paling kuat dan holistik.
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C.  Konsep Transparansi

Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tetang Keterbukaan

Informasi Publik, transparansi adalah ukaan dalam melaksanakan proses

ot
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pemerintah kepada publik secara terbuka dan jujur melalui media berupa
penyajian laporan yang dapat diakses oleh berbagai pihak yang berkepentingan
dengan asumsi bahwa masyarakat berhak mengetahui informasi (Yuliani, 2017).

Beberapa manfaat yang dapat diperoleh dari transparansi menurut Harahap
(2018) antara lain:
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1. Transparansi dapat mengurangi ketidakpastian yang berkontribusi
terhadap stabilitas fiskal dan makrockonomi sehingga nantinya
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setiap  tindakan, siap menerima kritik dan masukan, serta  dapat
dipertanggungjawabkan, dan dapat dijelaskan dalam karakteristik transparansi.
Karakteristik transparansi yang harus diperhatikan menurut Mardiasmo (2018)

dalah:




1. Informativeness (informatif)
Memberikan arus informasi, berita, penjelasan mekamisme, prosedur, data,

fakta, kepada stakeholder yang membutuhkan informasi secara jelas dan

Dari penjelasan di atas dapat dikatakan bahwa tujuan transparansi adalah

untuk menciptakan rasa saling percaya antara organisasi scktor publik dan
masyarakat melalui penyediaan informasi yang memadai dan memastikan

kemudahan dalam memperoleh informasi yang tepat.

20




D.  Konsep Media Sosial

Media sosial merupakan salah satu media instan yang saat ini memiliki

2
eI

Z
,,

r

Teknologi web baru memudahkan semua orang untuk membuat dan yang
paling penting menyebarkan konten mereka sendiri. Posting di Blog, tweet,
instagram, facebook, atau video di YouTube yang dapat direproduksi dan dilihat
olch jutaan orang secara gratis. Pemasang iklan tidak perlu membayar banyak

uang kepada penerbit atau distributor untuk memasang iklan mereka. Sekarang

21




pengiklan dapat membuat konten mereka sendiri yang menarik dan dilihat oleh

banyak orang (Zarrella & Zarrella, 2010).

Pemilu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku

Penyelenggara Pemilihan Umum bahwa Kode Etik didasarkan pada; UUD 1945

dan Pancasila, ketetapan MPR RI No VI/MPR/2001 tentang beretika dalam
berkehidupan berbangsa, janji/sumpah jabatan sebagai pejabat penyelenggara

pemilu, asas-asas kepemiluan serta prinsip penyelenggara pemilu,




Integritas penyelenggara pemilu terletak pada beberapa bagian dari
prinsip-prinsip  yang harus dimiliki oleh penyelenggara pemilu termasuk

dijelaskan dalam Pasal 6 ayat (2) Kode Etik Penyelenggara Pemilu yaitu:
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b. Aksesibilitas berarti kemudahan yang disediakan untuk orang-orang
penyandang disabilitas.

.4 Tertib berarti melaksanakan tugas sesuai dengan Perundang-undangan,
keteraturan, keserasian, dan keseimbangan.

d. Terbuka berarti menyediakan akses informasi scluas mungkin sesuai

dengan aturan keterbukaan informasi publik.




Proporsional berarti menjaga keseimbangan publik antara kepentingan
pribadi dan kepentingan publik demi keadilan.

Tidak mempengaruhi atau berkomunikasi secara partisan dengan peseta

pemilu, tim kampanye dan pemilih.
Tidak memakai, membawa, atau menggunakan simbol, lambang atau

atribut yang secara jelas menunjukkan sikap partisan kepada partai politik
tertentu atau peserta Pemilu.
Tidak memberitahukan pilihan politiknya secara terbuka dan tidak

menanyakan pilihan politik kepada orang lain.

24




g Tidak menerima hadiah dalam bentuk apapun dari peserta Pemilu, calon

peserta Pemilu, perusahaan atau individu yang dapat menimbulkan

i =\
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penyelenggara pemilu harus memiliki tiga hal penting tersebut. Ketiga hal diatas
tidak hanya penting tetapi wajib dimiliki calon penyelenggara pemilu, karena jika
tidak memiliki salah satu dari tiga hal tersebut, tim seleksi (timsel) tidak boleh
meluluskan yang bersangkutan. Selain tiga hal di atas, calon penyelenggara
pemilu juga harus memiliki kemampuan di bidang kepemimpinan serta dapat
bekerja sama dalam tim. Kedua hal tersebut tentu sama pentingnya, karena

penjabat penyelenggara pemilu yang tidak memiliki kedua kemampuan diatas,

25




dapat menimbulkan masalah dan dapat menghambat koordinasi dengan tingkat

pusat. menjabat sebagai penyelenggara pemilu harus siap secara mental dalam
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pusat hingga Provinsi, kabupaten/kota bahkan Ad Hoc hingga pejabat KPPS yang
memiliki jumlah kurang lebih lima juta orang. Intinya, penyelenggaraan pemilu
dari pusat hingga daerah harus tunduk hanya pada satu komando. Namun, Kerja
sama mulai dari KPU Pusat (RI) hingga KPPS harus mematuhi secara vertikal
kebijakan yang sesuai dengan aturan yang ada sehingga kerja sama terscbut, dapat
mewujudkan suksesnya pemilu. Proses seleksi sendiri juga harus di lakukan
dengan integritas dan kredibilitas atau proses seleksi yang baik adalah harga mati
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dan harus dilaksanakan. Selain itu, tim seleksi harus independen, yang tentunya

diharapkan dapat memilih calon anggota tanpa pilihan suka atau tidak suka, coba-

sckali penyelenggara pemilu yang kemudian diadili oleh Dewan Kehormatan
Penyclenggara Pemilu. Tercatat ditahun 2019 ada sekitar 199 kali persidangan
pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu yang disiarka langsung oleh Dewan
Kchormatan Penyelenggara Pemilu. Kemudian ditahun 2020 ada 165 kali
persidangan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu yang disidangkan oleh
Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu.
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Persoalan tersebut menjadi hal penting yang harus mulai ditata sebagai
upaya untuk membangun dan meningkatkan derajat integritas dan kualitas Pemilu.
schingga Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu harus hadir sebagai
pengawas penyclenggara pemil /N
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Gambar 2.1
Kerangka Pikir
Transparansi Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu
dalam Persidangan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara




G. Fokus Penelitian

Yang menjadi fokus dalam penelitian ini yaitu bagaimana keberhasilan

2 Openness (keterbukaan) adalah Keterbukaan informasi publik yang
memberi hak kepada setiap orang untuk memporoleh informasi dengan
mengakses data di Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, dan
menegaskan bahwa setiap informasi tentang Dewan Kehormatan
Penyelenggara Pemilu harus terbuka dan dapat diakses oleh setiap
pengguna informasi publik, selain informasi yang dikecualikan yang diatur

oleh Undang-undang.




.

3. Disclusure (pengungkapan) adalah Pengungkapan kepada masyarakat atau
publik tentang keputusan hasil persidangan pelanggaran kode etik
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BAB I

METODE PENELITIAN

A.  Waktu dan Lokasi Peneli /\
Waktu penelitian ini aka d
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terperinci, mendalam dan lengkap tentang transparansi Dewan Kehormatan
Penyelenggara Pemilu dalam persidangan pelanggaran kode etik penyelenggara
pemilu di Indonesia.

2. Tipe Penelitian
Tipe penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah
penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang dirancang
untuk menggambarkan subjek penelitian dengan cara yang akural. Lebih




sederhananya, penelitian deskriptif adalah semua tentang deskriptif subjek yang

diteliu dalam penelitian ini. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan
untuk membuat deskripsi atas fenomen

oleh, diambil, dan

dikumpulkan. Dalam penelitian ini menggunakan dua sumber data vaitu data

primer dan data sekunder.

I Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian,
yakni sumber data dari informan yang bersangkutan dengan cara wawancara
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Data Primer Penelitian
No. Nama Data Sumber Data

I. | Data tentang Informati ekretaris DKPP, Tenaga Ahli PPID
(Informatif) slitbang Bawaslu RI dan

milu (Bawaslu)
2. | Data Ahli PPID
\ l dan

< A )
(7
9 N
Data * dan
0
diperol tur,
dokumen, data
4
i : AWa ‘ b
Data Sekunder Penelitian

No. Jenis Data Sumber

1. | Data Deskripsi Wilayah Penelitian DKPP RI

2. | Jurnal, Publikasi DKPP dan Media Massa Publikasi

3. |Data Persidangan Pelanggaran Kode Etik DKPP RI

Penyelenggara Pemilu tahun 2021




D. Informan Penelitian

Informan adalah orang yang berada dalam lingkup penelitian, yang berarti

bel 3.3
Sy

._i’_.-;:' : Pop -"'\\;1;%1\‘—
-  Jab
VAR
By
=€@p
AR SN A
\ KAAN UF
L ’4"\ ! Sl d —‘\
3 Sakur, M.Kom Tenaga Ahli PPID Dewan Kehormatan
Penyelenggara Pemilu
|74, | Muh. Habibi, S.IP.. M.IP Puslitbang Bawasiu R1
5. | Muhammad Ridwan, S.IP Penyelenggara Pemilu (Bawaslu)
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E. Teknik Pengumpulan Data
Dalam penelitian ini jenis data yang dikumpulkan adalah data primer dan

data sekunder. Untuk mengumpulkan data primer dan data sckunder, penulis

.\\\‘ 0 M/ & /

mendapatkan informasi data yang lebih akurat tentang hal-hal yang diteliti terkait

transparansi Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu dalam persidangan
pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu di Indonesia.

3. Teknik dokumentasi

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menelusuri beberapa dokumen
yang berkaitan dengan objek penelitian untuk memperoleh data sekunder yang
berhubungan dengan buku, Undang-undang, Jurnal, Skripsi, Artikel dan dokumen




tentang transparansi pemerintah, seperti Data Deskripsi Wilayah Penelitian,
Jurnal, Publikasi DKPP, Media Massa dan Data Persidangan Pelanggaran Kode

Etik Penyelenggara Pemilu tahun 2021.
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penelitian kualitatif yang digunakan pada umumnya prosedur dari umum kepada
langkah-langkah yang khusus. Walaupun analisis ini tergantung dengan jenis
strategi yang dipakai, tetapi idealnya adalah mencampurkan dengan prosedur yang
umum ke langkah-langkah yang khusus. Dalam proses analisis sebuah data yang
menggunakan metode penelitian kualitatif, proses pengumpulan data dilakukan
saat sedang berlangsung pengumpulan data, kemudian selesai proses

pengumpulan data pada periode tertentu dan wawancara, selanjutnya peneliti telah




melakukan analisis dengan jawaban yang diwawancarai. Menurut Miles &
Huberman (2007) dalam aktivitas analisis data yang menggunakan metode
kualitatif itu dilakukan dengan cara ir if juga berlangsung terus sampai
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yang telah diperoleh di lapangan, untuk kemudian data disajikan secara jelas dan
sistematis sehingga akan memudahkan dalam membuat kesimpulan. Penyajian
data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, hubungan antara kategori,
bagan, tabel, grafik scjenisnya. Beberapa indikator dalam penelitian ini akan
disajikan data hasil analisis dari Sofware Nvivol2Plus. Melalui penyaji data
tersebut, maka data terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga
akan dengan mudah dipahami.
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3. Penarikan kesimpulan dan verifikasi

Pada tahap ini peneliti berusaha untuk memahami, menganalisis dan mencari

Triangulansi teknik dilakukan dengan menggunakan teknik pengumpulan
data yang berbeda untuk mendapatkan data dari sumber yang sama. Dalam hal
yang diperoleh dengan wawancara, kemudian diperiksa dengan observasi dan
dokumen, jika dengan tiga teknik pengujian kredibilitas data menghasilkan data

vang berbeda maka penelitian melakukan diskusi lebih lanjut kepada informan
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yang bersangkutan atau orang lain untuk memastikan data mana yang dianggap
benar atau mungkin semuanya benar karena sudut pandangnya berbeda.
3. Trangulansi waktu

Waktu juga sering mempengariih
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DK Komisi Pemilihan Umum serta DK Badan Pengawas Pemilu dalam UU No.
22 Tahun 2007 yang berkaitan dengan Penyelenggara Pemilu, Dan pengalaman
penegakan kode etik dalam dua rezim Undang-Undang tersebut, muncul
kebutuhan untuk memperkuat sifat yang mandiri, berintegritas, dan penyelenggara
pemilu yang kredibel melalui suatu lembaga tersendiri.

Latar belakang tersebut menjadi sejarah pembentukan DKPP sebagai
lembaga yang bersifat tetap dan mandiri, yang untuk kali pertama dibentuk
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melalui UU No. |5 Tahun 2011 terkait Penyelenggara Pemilu. Kemudian, DKPP
bersinergi dengan Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu yang

merupakan Penyelenggara Pemilu dalam satm  kesatuan fungsi sebagai

i}

orang berasal dari tokoh masyarakat usulan Presiden, tiga orang tokoh masyarakat
usulan DPR, satu orang berasal dari unsur Komisi Pemilihan Umum dan Badan
Pengawas Pemilu, Berikut adalah daftar Ketua dan Anggota DKPP beserta

dengan unsur dan latar belakangnya:
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~ Tabel 4.1
Nama-nama Pejabat Pada DKPP Masa Periode 2017 s/d 2022

Ketua Bawaslu
2012-2017,

:'\"\\\\‘%i"'////f

QX2 o
N

kode etik Penvelenggara Pemilu yang sifatnya ialah nasional, tetap, dan mandiri,
Kesckretariatan DKPP juga turut mengalami transformasi. Pasal 162 dan Pasal
163 UU No 7 Tahun 2017 terkait Pemilu pada pembahasannya mengenai perihal
pembentukan sekretariat Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu yang
bertugas untuk menunjang tugas/fungsi serta wewenang DKPP RI. Sckertariat
DKPP yang dipimpin oleh seorang Sekertaris yang dilantik dan diberhentikan

oleh Mendagri dan akuntabel kepada Ketua DKPP RI
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DKPP Rl dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai supporting
system untuk menunjang Ketua dan Anggota DKPP, Sekretariat DKPP
berkomitmen untuk terus menjaga kemandirian, integritas, dan kredibilitasnya.
Hal mi sejalan dengan PP No 67 Fahun 2018 terkait Kedudukan, Tugas, Fungsi,
Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat DKPP vang menyatakan
bahwa tugas sekretaniat adalahre “Sekretariat « DKPP  mempunvai  tugas

memberikan dubungan dimmistranf dan telnis sperasional kepada DKPP

Adapun unmuk defail dari struktur organisasi beserta tugas dan fungsi
schagaimana diperintalikun dalam PP No 67 Tahun 2015 Dalain lampiran
Permendagri @ guo dapatr diketahui bagan struktur organisasi Sekretariat DEPP

sebagai berikut:

Gambar 4.1
Struktur Organisasi Sekretariat DKPP

STRUKTUR.BRGANISASI SEKRETARIET @KPP

Sumber : Data LAPKIN DKPFP 2021
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Dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat secara umum

dan para pencari keadilan (justicia belen) secara khusus dalam masa pandemi
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Penyelenggara Pemilu No 1 Tahun 2019,

Pasal 2 dan Pasal 3 dalam Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara
Pemilu a quo menyatakan bahwa TPD berkedudukan di Tbukota Daerah Provinsi
dan terbentuk karena banyaknya dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara
pemilihan umum didaerah sehingga TPD dirasa perlu hadir untuk membantu
menjalankan tugas dari DKPP. Dalam melaksanakan tugasnya, TPD berjumlah

‘empat orang yang masing-masing terdiri atas: satu orang anggota DKPP sekaligus
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sebagai Ketua tim pemeriksa, satu orang anggota Komisi Pemilihan Umum

Provinsi/KIP Provinsi Aceh, satu orang anggota Badan Pengawas Pemilu

Provinsi/Panwaslih Provinsi Aceh, dan satd o:

Dari segi komposisi, anggota TPD secara keseluruhan terdiri dari 143
orang laki-laki dan 60 orang perempuan. Dari jumlah tersebut, 68 orang
diantaranya merupakan unsur masyarakat dengan latar belakang akademisi

sebanyak 44 orang dan pegiat pemilu sebanyak 24 orang.




B. Hasil Penelitian

l. Transparansi DKPP RI dalam Persidangan Pelanggaran Kode Etik

Penyelenggara Pemilu di Indor

n

, il’///

u/’

dalam melaksanakan sidang pemeriksaan dan sidang putusan kepada publik
sebagai bagian dari akuntabilitas lembaga negara sebagaimana amanat undang-
undang, maka DKPP harus “one srep a head” dengan melakukan rangkaian
program yang berkesinambungan dan mengambil langkah-langkah progresif,

proaktif dan menyeluruh dalam relasinya dengan pihak cksternal terkait dengan

pembangunan citra positif lembaga (public image building).
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Melalui Bagian Humas, Data, dan Teknologi Informasi, DKPP dituntut
untuk memiliki kemampuan mengelola media sosial agar ekspose kinerja lembaga
dapat tersampaikan dengan baik kepada stakeholders dan masyarakat luas. Saat
mi DKPP mengelola media sosial-yang terdin atas Facebook, Twitter, Youtube,
dan Instagram. Penggunaan media sosial ini dalam rangka menjaga dan
meningkatkan citra‘positif lembapa. KPP dapatmengealt aspisasi publik melalus
media sosial ini Karena' sifat interaktifnyva, selnin. itu media sosial DKPP dapat

Juga digunakan sebagai dokumentasi online,

Gambar 4.2
Pengpuna Medsos Di Indonesia Tahun 2021

ina Media Sosial

'. Fengouna internet di E}s}]‘i;! Penggunamedia soskal
Ingdonesia . aktif di indenasig
=ERY

2026 juta : 170 iuta

13, 7%/tari Total

Jumlah pengguna media soesial di ndanesia
berdasarkan platform

85 juta — 14,05 |juta 30,7 juta
pengguna pengguna PONGUND

= Facebook n YoutubDe F!_'_' I'!rli:'.:l"j”:'

& 140 juta 107 juta u 18,8 juta

penggLUng penonbon PEngQLaIna

Sumber » Data LAPKIN DEKPP 202]

Twitter @DKPP_RI adalah salah satu media sosial yang telah cukup lama
digunakan, yakni sejak Agustus tahun 2012, Jumlah pengikut Twitter DKPP saat

ini telah berjumlah 60.067 follower dengan 17 ribu cuitan (data per 4 Desember
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2021). Sementara itu Fanpage Facebook DKPP memiliki 33 ribu pertemanan.
Fanpage DKPP dibuat saat akun telah mencapai batas maksimal pertemanan yakni
5000 orang, dengan demikian DKPP harug membuat halaman khusus. Instagram
DKPP adalah media sosial terakhir yang dimiliki DKPP yakni pada Desember
2016, namun saat ini telal memposting lebih dari 2.144 Konten berupa foto dan
video dan ditkuti oleh 302 rihu follower. ‘Media sosial lainnya Youtube yang
mengunggall’ video persidangan DKPP momiliki 3.880 stbscriber dengan 475

unggahan video.

Gambar 4.3
Rekapitulasi Unggahan Konten Medsos DKPP

AEETryCroo
=1 5L _’

DKPP 202

y‘ 'u"/\j k}n snfcAan

139 rcsrivans
Sumber : Data LAPKIN DKPP 2021
Penyebarluasan informasi yang masif, terarah, sistematis, dan terstruktur
kepada publik, pada akhirnya menempatkan DKPP sebagai lembaga penegak
kode etik penyelenggara Pemilu, lembaga yang bisa dipercaya public (public
trust) dalam menjaga kemandirian, integritas dan kredibilitas penyelenggara

Pemilu. Dengan demikian visi, misi, dan program kerja DKPP dapat diwujudkan.
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Peningkatan pengetahuan dan pemahaman masyarakat luas tersebut hanya
mungkin tercapai apabila DKPP melakukan sosialisasi, edukasi, dan penyebaran
informasi dengan kualitas dan kuantitas yang tepat, efektif, dan efisien.

Melalui publikasi
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Informativeness  (informatif), Openness (keterbukaan) dan  Disclosure

(pengungkapan).
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Kehormatan Penyelenggara Pemilu dengan memberikan informasi yang terkait
dengan aktivitas penegakan hukum kepada pelanggar kode etik penyelenggara
pemilu kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi. Data tersebut relevan
dengan hasil wawancara yang dilakukan dengan Sekretaris Dewan Kehormatan

Penyelenggara Pemilu RL:

“DKPP sebagai lembaga penyelenggara pemilu sudah menerapkan
keterbukaan informasi dalam pelaksanaan persidangan pelanggaran kode
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etik. Dimana dalam mengimplementasi keterbukaan informasi publik, PPID
DKPP berusaha meningkatkan layanan informasi publik yvang berada pada
tanggungjawabnya secara cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara
sederhana kepada publik. Untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat
atas akses informasi publik secara gépat, efisien, dan efekuf. PPID DKPP
memanfaatkan sistem layanan informasi publik melalui sarana atau media
elektronik dan non-elektronik'melalui website https:www//ppid.dkpp.go.id™.
(Wawancara dengan Drs: Yudia Ramli, M.Si, 14 Desember 2021)

Kemudian Sejalan dengan hasil wawancara dengan Tenaga Ahli PPID

DKPP R1:

"Keterbukaan DKPP dalam pelaksanaan persidangan pelanggaran kode etik
ingin seluruh para pihak yang berperkara, stakeholder pemiiu. masyarakat
luas dan media dapal menyaksikan secara langsung jalannya sidang dugaan
pelanggaran pemilu yang digelar pada saat sidang tersebut berlangsung atau
secara real time. DKPP sebagai satu-satunya lembaga penegak kode etik
penyelenggara pemilu di Indonesia bahkan di dunia melalui Peraturan
Dewan Kchiormaran Penyclenggara Pemilihan Umum Republil Indonesia
Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara
Pemilihan Umum menyebutkan prinsip persidangan kode etik yakni pada
Pasal 2 ayat | bahwa persidangan kode etik diselenggarakan dengan prinsip
cepal, terbuks, dan scderhana.” (Wawancara dengan Drah Widyawati,

S.Sos., M.Ikom, 0 Desember 2021)

Dari hasil wawancurs diatas, Tenaga Ahli PPID Dewan Kehormatan
Penyelenggara Pemilu, dalam melaksanakan porsidangan pelanggaran kode etik
memang lebih fokus kgpada keterbukaan (openness) di Dewan Kehormatan
Penyelenggara Pemilu. Alasan Tenaga Ahli PPID DKPP menjadikan keterbukaan
sebagai indikator utama karena Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu
merupakan satu-satunya lembaga vang bertugas untuk menyelesaikan seluruh
permasalahan kode etik penyclenggara Pemilu di Indonesia yang telah diperkuat
dengan Paraturan DKPP RI No 3 2017 dengan komitmen vang kuat untuk

menyelenggarakan kontestasi demokrasi transparan serta berkeadilan.
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Pada item selanjutnva, terdapat indikator /nformativeness yang
memiapatkm 42% coding reference percentage, hal ini menunjukkan bahwa

selain prinsip keterbukaan, Dewan Kehon

an  Penyelenggara Pemilu juga

velengeara pen
Noithgizy
N
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pada bagian PUSLITBANG Bawaslu, dengan hasil wawancara sebagai berikut:

"Informativeness dalam penyediaan arus informasi oleh DKPP RI sudah

baik, dalam hal pemberian informasi putusan terkait dengan hasil sudah

lengkap dan informatif dan dapat di akses secara real time.” (Wawancara

dengan Muhammad Habibi, 13 Januari 2022)

Hasil wawancara tersebut menun menunjukkan bahwa Dewan Kehormatan
Penyelenggara Pemilu juga menekankan indikator informativeness dalam

pelaksanaan persidangan pelanggaran kode ctik penyclenggara pemilu terlihat
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bahwa Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu dalam hal pemberian putusan

terkait dengan hasil persidangan sudah dibagikan secara lengkap, informatif serta

7;,14;: q}“\\ 1
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ml . | L)
bai]t, karena bagmu dari bentuk ktterbtlkaﬂn mﬂn‘mass p-uhhk {Wawanca.ra
dengan Muhammad Ridwan, 11 Januari 2022).

Hasil wawancara diatas relevan dengan komitmen DKPP sebagai lembaga
penegak kode etik yang selalu memberikan informasi secara cepat dan akurat
terkait dengan seluruh aktifitasnya dalam proses persidangan sampai dengan
pengambilan keputusan. Sebagai lembaga penegak hukum, langkah informatif
yang dikakukan oleh DKPP sangat baik, karena dapat membuka seluas-luasnya




kesempatan kepada masyarakat umum untuk ikut mengawasi penyelenggaraan
kontestasi demokrasi di Indonesia.
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aktivitas Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. /nformativeness oleh Dewan
Kehormatan Penyelenggara Pemilu dilihat berdasarkan orientasi penyediaan arus

informasi, informasi yang akurat dan komunikasi dengan stakeholder.
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Grafik 4.2
Informativeness DKPP
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“Arus informasi yang disediakan oleh DKPP RI sudah baik, dalam hal
pemberian informasi putusan terkait dengan hasil sudah lengkap dan
informatif dan dapat di akses secara real time.” (Wawancara dengan
Muhammad Habibi, 13 Januari 2022).

Pernyataan anggota Bawaslu Rl diatas relevan dengan apa yang
diungkapkan oleh anggota Bawaslu Sulawesi Selatan,
“Menurut saya penyediaan arus informasi publik di DKPP cukup baik, itu

bisa kita lihat dari update di media sosial baik Di Facebook. Instagram dan
di Twitter”. (Wawancara dengan Muhammad Ridwan, 11 Januari 2022),
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Dari hasil wawancara diatas menujukkan bahwa Dewan Kehormatan
Penyelenggara Pemilu memang sudah menerapkan informativeness untuk

penyediaan arus informasi, karena dalam Hal pemberian informasi putusan terkait
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Openness (keterbukaan)

Openness adalah Keterbukaan informasi publik yang memberi hak kepada
setiap orang untuk memporoleh informasi dengan mengakses data di Dewan
Kehormatan Penyelenggara Pemilu, dan menegaskan bahwa sctiap informasi
‘tentang Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu harus transparan dan mudah

untuk diakses oleh seluruh pihak yag membutuhkan, namun tetap menjaga
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kerahasiaan informasi yang bersifat rahasia sesuai dengan telah diatur oleh
undang-undang,
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Sumber : DKPP RI, 2022
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Kunjungan aktif pada website DKPP Rl dari data terbaru terlihat bahwa
kunjungan harian rata-rata 400 per hari. Keterlibatan publik dalam pencarian
informasi DKPP memperlihatkan betapa/pentingnya informasi tentang aktifitas
lembaga tersebut dalam melakukan penegakan kode ctik penyclenggara pemilu di
Indonesia. Website DKPP telah aktif dalam kurun waktu 8 tahun 340 hari per
tanggal 14 Januari 2022 dengan, total sebanyak 45.000 tampilan halaman yang

dilakukan eleh pengunjingz website DKPP RL

Kemudian akuntabilitas dan kemudahan akses informasi mendapatkan
presentase masing-masing 31% dan 28%. Akuntabilitas vang mendapatkan
persentase  yang lebih  besar karena DKPP schagai penegak kode etk
penyelenggara pemilii sangat menjaga kredibilitas informasi yang dibagikan
kepada publik. Hal ini sejalan dengan apa yang disampaikan olch Tenaga Ahli

PPID DKPP RI Dari husil wawancara sebagai berikur

“DKPP perlu melakukan. sebuah terobosan yung sejalan dengan Arah
Kebijakan DKPP Periode 2017-2022 yakni memperkuat peran DKPP dalam
upaya pencegahan terjadinya pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu
dan meningkatkan transparansi serta akuntabilitas kelembagaan melalui
pemanfaatan teknologi informasi. Untuk mendukung DKPP dalam
membangun tradisi transparansi kinerja melaksanakan sidang pemeriksaan
dan sidang putusan kepada publik sebagai bagian dari akuntabilitas lembaga
negara sebagaimana amanat undang-undang, maka DKPP harus “one step a
head” dengan melakukan rangkaian program yang berkesinambungan dan
mengambil langkah-langkah progresif, proaktif dan menyeluruh dalam
relasinya dengan pihak eksternal terkait dengan pembangunan citra positif
lembaga (public image building).” (Wawancara dengan Diah Widyawati,
S.S0s., M.Ikom, 10 Desember 2021)

Sementara i, information confidentaly medapatkan persentasi paling

sedikit yaitu hanya 4%. Hal ini disebabkan oleh adanya putusan yang dirahasiakan

olech DKPP tidak banyak, hanya persidangan tentang asusila yang tidak boleh

59




dibuka persidangannya kepada publik. Seperti yang dikatakan oleh Tenaga Ahli
PPID DKPP RI yang lain dengan hasil wawancara sebagai berikut:

“ladi sidang itu ada 2, sidang terbuka dan tertutup. Sidang yang disiarkan
secara langsung it biasanya /A ang terbuka. Kalau sidang yang
tertutup  biasanya berkaits - d asusi d, tapi ftetap semua pihak

i Desember 2021)

N

~ :—’"," ' ‘\‘;é\? S

) %ffmn“:\\\\ -

W

Persidangan
Umum

99% (212

Sumber : diolah oleh penulis, 2022

Data diatas menujukkan bahwa kasus persidangan yang terkait dengan
asusila hanya berjumlah 1% atau 3 Kasus dari 215 Kasus secara keseluruhan
ditahun 2021. hal ini sesuai dengan hasil analisis melalui Aplikasi nvivo yang

memberikan persentase untuk information confidentaly sebesar 4%. DKPP RI

60




telah memperlihatkan keterbukaan publik yang sangat ideal, tercatat di tahun 2021
keseluruhan persidangan dibuka selebar-lebarnya kepada publik untuk ikut

000 tampilan
N7/

Bl

~ N
— ":}/ -

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu.
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Grafik 4.5
Disclosure DKPP R1

Sumber : diolah oleh peneliti, 2022
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Dari data diatas menunjukkan bahwa pengungkapan kasus persidangan

sangat update karepa dalam kurun tahun 2021 DKPP merilis seluruh hasil

keputusan persidangan baik itu video pun dokumen hasil putusan yang di

A

RI yang lain mengungkapkan bahwa:

“Kecepatan pengungkapan hasil persidangan dipublish pada hari yang sama

usai sidang pembacaan putusan pelanggar kode etik disidangkan.”
(Wawancara dengan Sakur M.Kom, 9 Desember 2021)

Dari data hasil wawancara ada perbedaan dalam menjelaskan kecepatan

pengungkapan, namun data dari laporan ekuntabilitas DKPP Tahun 2021

menujukkan bahwa 215 Persidangan Kode Etik keseluruhan dilakukan secara live

streaming kecuali 3 kasus yang terkait dengan tindakan asusila.
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_ Gambar 4.6
Metode Persidangan yang terbuka di DKPP

X

N A :
R\

4

Duta di

1 dic
s

KIN T
K.

v

baik pada pengungkapan hasil putusan persidangan karena keseluruhan
persidangan telah dibuka seluas-luasnya kepada publik untuk diawasi prosesnya.
sebagai lembaga penegak hukum tentu saja ini merupakan sesuatu yang sangat
inovatif. Pengungkapan hasil persidangan kepada publik memberikan jaminan
independensi dan kemandirian DKPP dalam menjalankan tugas sebagai lembaga

yang menjaga Marwah Penyelenggara Pemilu di Indonesia. Akan tetapi tetap ada




kendala dalam proses Disclosure yaitu pada kecepatan pengungkapan kurang
maksimal dikarenakan banyakanya hasil putusan persidangan yang tidak sesuai

dengan jadwal publish.

C. Pembahasan Hasil Peneli
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Pakar PPID Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, dalam menjalankan
sidang pelanggaran kode etik memang lebih menitikberatkan pada keterbukaan di
Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Alasan para ahli PPID DKPP
menjadikan keterbukaan sebagai indikator utama karena Dewan Kehormatan
Penyelenggara Pemilu merupakan satu-satunya lembaga yang Dbertugas

menyelesaikan segala permasalahan kode etik penyelenggara pemilu di Indonesia
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yang telah diperkuat dengan Peraturan DKPP RI No. 3 tahun 2017 dengan

komitmen yang kuat untuk menyelenggarakan kontestasi demokrasi yang

\Q\\muh/ i

\\\\ »i\ e i\ i///

akurat terkait segala aktivitasnya dalam proses persidangan hingga pengambilan
keputusan. Sebagai lembaga penegak hukum, langkah-langkah informatif yang
dilakukan DKPP sangat baik, karena dapat membuka kesempatan seluas-luasnya
kepada masyarakat luas untuk ikut mengawal pelaksanaan kontestasi demokrasi di

Indonesia.




Informativeness (Informatif)

fmﬁ:«maﬁwwm adalah pemberian informasi tentang scluruh kegiatan DKKP

h

\m / i

z/ i///

baik, dimana pemberian arus informasi, berita, penjelasan mekanisme. prosedur.
data, fakta kepada pemangku kepentingan yang membutuhkan informasi sangat
jelas dan akurat tentang kegiatan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu.
DKPP dalam menyebarkan arus informasi dengan menggunakan berbagai media
atau saluran komunikasi, mulai dari Media Sosial seperti Facebook. Instagram,

Twitter dan Youtube hingga Penyebarluasan informasi melalui website resmi
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yang sangat aktif merilis segala aktivitas Dewan Kehormatan Penyelenggara

Pemilu.

asi publik sangat efektif

akat (Eom et al, 2018;

e aahe ):

Pemilu terlihat dari intensitas pengunjung di website resmi Dewan Kehormatan
Penyelenggara Pemilu. Keterlibatan masyarakat dalam pencarian informasi dari
DKPP menunjukkan betapa pentingnya informasi tentang kegiatan lembaga
tersebut dalam menegakkan kode etik penyelenggara pemilu di Indonesia.
Kemudian akuntabilitas DKPP sebagai penegak kode etik penyelenggara pemilu
sangat menjaga kredibilitas informasi yang dibagikan kepada publik.

Akuntabilitas lembaga negara sangat diperlukan dalam mewujudkan tujuan good




governance (Harrison & Sayogo, 2014). Sebagai Dewan Kehormatan, hal itu telah

ditunjukkan DKPP dengan menerbitkan laporan pertanggungjawaban tahunan,

|
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penyelenggara pemilu di Indonesia.
Disclosure (Pengungkapan)

Disclosure adalah pengungkapan kepada publik tentang putusan hasil sidang
pelanggaran  kode etik  penyelenggara pemilu di  Dewan Kehormatan

Penyelenggara Pemilu.




Pengungkapan hasil sidang yang dilakukan oleh Dewan Kehormatan
Penyelenggara Pemilu merupakan bagian penting dari keterbukaan sebagai aparat
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Penyebaran informasi melalu Website resmi yang sangat aktif dalam merilis

seluruh aktifitas Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu,

2. Openess di Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu sudah terealisasi

dengan baik, dimana keterlibatan publik sangat tinggi dalam mencar dan
mengakses informasi yang dikeluarkan oleh Dewan Kehormatan
Penyelenggara Pemilu. Tercatat dalam waktu 8 tahun setelah website DKPP
dirilis terdapat 45.000 tampilan halaman yang dilakukan oleh pengunjung
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website DKPP RI. Hal ini menujukkan bahwa DKPP mendapatkan perhatian

publik yang sangat baik, tentu saja ini hasil dari openness (keterbukaan yang

publish.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan tentang Transparansi Dewan
Kehormatan Penyelenggara Pemilu dalam Persidangan Pelanggaran Kode Etik
Penyelenggara Pemilu, maka saran yang dapat peneliti ajukan terkait penelitian
ini adalah sebagai berikut:

I.  Bagi Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu
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Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu diharapkan melakukan perbaikan

secara terus menerus dalam hal transparansi hasil putusan persidangan
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